BAB VI

PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan memperhat ikan uraisn VAN telah
dikemukakan pada  bsh anslisis, renulis dapat
mengambil heheraps kesimpulsan sebagal bherikut

i,

S}

Kegistan prelskesnasn redistribusi tanah obvek
landreform 5281  tanah vang dikuasai oleh

negsrs  di Kebupsten Kendsl sampai sest ini hagil

penelitian menundukkan bahwa pelaksanaannya
sudah eepuai dengan reraturan perundangsn  yvang
berlaku.

Tansh hasil pelaksansan redistribuei  tanah obyek
landreform veng dikuaesi langeung oleh | Nnegars
be lum gsemva didafterkan kepads Kesntor Pertanshan
Ksbupaten Kendal untuk mendspatkan sertipikat
gebagai tanda bukti hak vang kuat oleh petani
penerima redistribusi tanah. Hal-hal vang
menyebabkan belum didaftarksn tanahnya adalah
eebagsi berikut :

8. Adenys anggesysn dari retanl penerima redistribusi

tanah cleh obyek landreform bahws, dengan
diberikannva ourat Keputusan Pemberisn Hzak
Milik, maks pendeftaran tanahnys, tidak

renting 1lsgi, Xkarena surat Keputusan sudah
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merupakan alat bhukti pemilikan tanah yang
sah.

. Tanzh vang dibersangkutan sudah diperjual
belikan kepada orang lasin secars di bawah
tangan.

z. Tanash haeil pelakeansan redistribusi tanah
obyek landreform tersebut kursng  produktif

untuk ditanami, sehingga tidek  bisa digarsp
secsra optimal.

4. Kurangnya penyuluhan deri sparat pemerintah.

Kendals-kendala yvang muncul dalam pelaksanaan

redistribusi tansh obyek landreform asgal tansh

vang dikuasai langsung oleh negara dan upaya-upaya
untuk mengatasinya di Kabupaten Kendal adalah
sebagal berikut :

s. Kesadaran dari pesra petani penerima redistribuel
tanah obyek lanreform  untuk membayar uaEnNg
pemagukkan kepada negara masih kurang. Upaya
untuk mengatasinys dengan memberikan penyuluhan.

b. Adanys petani penerims redistribusi tansh vang
belum membaysy uang pemasukkan kepada negsars
sedangkan Jangks waktu yang telah ditentukan
sudash lewat. Upaya mengatasinys dengan memberi
kesempatan perpanjsngsn Jangka waktu pembayaran

selama satu kali dalam estu tahun.
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c. Sulitnya mengumpulkan petani penerima redigtribu-
ei tansh obyek landreform dalam rangka memberi
penyuluhan kaitannya dengan  pelaksanaan redis-
tribusi tanah obyek 1aﬁdreform asal tanah vang
dikuasal langsung oleh negara. Upaya untuk
mengatasinya Jauh hari gebe lum disdakannya
kegiatan penyuluhan diadakan pemberian terlebih
dahulu lewat surat kepala Desa yang bersang-
kutan.

d. Dalam rangka pembinaan terhadap petani penerima

redigtribusi tanah dana, maupun fasilitas vang

dibutuhkan belum memongkinkan. Upaya untuk
mengatasinya mengingsat terbataenya Jumlah
kendaraan dinasg untuk menuju lokasi para

petugas dari Kantor Pertansahan Kabupaten Kendal

digamping naik kendarasn umum dan obyek Jiks

lokasinya Jauh dari Jangksuan kendarasn umunm,
dan pembinaan disesunikan dengan dana vyang
tersedis.

B. Saran - Saran
Dengan melihat dan memperhatikan pelaksanaan
redistribusi tanah obyek landreform di lapangsn

penyusun dapat menyampaikan saran-saran sebagal

berikut



1.
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Perlu peran aktif dari Kantor Pertanshan Kabupaten
Kendal untuk menginvetsarisi data pemilik
Surat Keputusan dan Pemilik terakhir terhadap
kemungkinan terjadinya 7 perbuatan-perbuatan vang
bermakeud menguasai atau memindshkan hak milik
tidek sesuai dengan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

Dalam pelaksansan redistribusi tansh obyek
landreform, pemrosessnnya tidak hanya sampai padas
proges penerbitan dan pemberisn Surat Keputussan
Pemberian Hek Milik sajs melsinkan ssmpal pada
rroseg pendaftaran tanahﬁva untuk_ mendapatkan
sertipikat.

Bahwa Jangka wektu untuk mendaftarkan tanahnya oleh
retani penerime redistribusi tanah sejsak diteri-
manys Surat Keputuesn Pemberian Hak Milik hendaknya
ditentukan bateasasnya dengan Jelas.

Program renyuluhan perlu ditingkatkan bsaik dari
segl materi dsn frekuensinya dengan memanfsatkan
waktu dan fasilitas vang tersedia sehingga apa yang
mendadi sassaran dan tujuan program redistribusi

tanah obyek landreform akan tercepai.
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